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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di 

Puskesmas Air Santok Kota Pariaman dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di 

Puskesmas Air Santok Kota Pariaman memiliki tanggung jawab 

hukum. Sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat pertama, 

Puskesmas Air Santok Kota Pariaman memiliki tanggung jawab 

hukum dalam menjamin hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi 

kesehatan, pelayanan yang bermutu, privasi medis, serta hak untuk 

menyetujui atau menolak tindakan medis. Berbagai regulasi telah 

diterapkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan standar hukum yang berlaku. yang mengacu pada 

berbagai regulasi, seperti PMK 43 Tahun 2019, PMK 19 Tahun 2024, 

serta KMK 2015 Tahun 2023. Sebagai puskesmas dengan akreditasi 

paripurna, Puskesmas Air Santok telah berupaya menjalankan sistem 

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, 

termasuk sistem akreditasi, monitoring kualitas pelayanan, serta 

mekanisme pengaduan bagi masyarakat. 

2. Kendala dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air 

Santok Kota Pariaman masih terdapat beberapa kendala yang, seperti 

keterbatasan fasilitas medis, belum tersedianya ruang bersalin dan 
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IGD 24 jam, serta kendala dalam sistem administrasi yang masih 

memerlukan input data ke berbagai sistem yang berbeda. Selain itu, 

rendahnya kepesertaan BPJS di wilayah kerja puskesmas juga 

menjadi tantangan dalam menjamin kesinambungan pelayanan 

kesehatan. 

3. Upaya hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Air 

Santok Kota Pariaman terdapat  berbagai upaya telah dilakukan, 

termasuk pengajuan pembangunan ruang bersalin dan IGD 24 jam, 

koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait integrasi sistem 

pencatatan data, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya layanan kesehatan di puskesmas. Dengan berbagai 

langkah yang telah dilakukan, diharapkan pelayanan kesehatan di 

Puskesmas Air Santok dapat terus meningkat dan semakin optimal 

dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam peningkatan fasilitas pelayanan pemerintah daerah dan 

pihak terkait perlu mendukung pembangunan fasilitas tambahan 

seperti mempercepat pembangunan ruang bersalin dan IGD 24 

jam di Puskesmas Air Santok agar masyarakat dapat memperoleh 

layanan kesehatan yang lebih optimal, terutama dalam kondisi 

darurat serta dapat mencakup kebutuhan masyarakat yang lebih 

luas. Selain itu, peningkatan jumlah alat kesehatan dan tenaga 
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medis juga perlu dipertimbangkan guna menjamin pelayanan 

yang lebih maksimal.  

2. Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat 

mempercepat penerapan sistem integrasi pencatatan data 

kesehatan yang menghubungkan BPJS, e-Puskesmas, dan 

Kemenkes agar tenaga medis tidak terbebani dengan input data 

yang berulang dan dapat lebih fokus dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien. Dengan sistem yang lebih efisien dan 

terpusat, tenaga medis dapat lebih fokus dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien, serta meminimalkan kesalahan 

administratif yang dapat berdampak pada kualitas layanan 

Kesehatan yang diberikan. 

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya layanan kesehatan di puskesmas, diperlukan edukasi 

dan sosialisasi yang lebih intensif. Masyarakat perlu diberikan 

pemahaman tentang prosedur administrasi yang benar, manfaat 

kepesertaan BPJS, serta pentingnya mengikuti aturan dalam 

pelayanan kesehatan. Dengan meningkatnya pemahaman 

masyarakat, diharapkan jumlah peserta BPJS meningkat serta 

kepatuhan terhadap prosedur layanan kesehatan semakin baik dan 

agar lebih banyak warga yang terdaftar dan dapat mengakses 

layanan kesehatan secara lebih mudah. 
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